
BUPATI PACITAN 
PROVINSI JAWA TIMUR 

PERATURAN BUPATI PACITAN 
NOMOR 94 TAHUN 2 0 2 0 

TENTANG 

TATA CARA PEMBAGIAN DANA D E S A KEPADA S E T I A P DESA 
KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2021 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA E S A 

BUPATI PACITAN, 

Menimbang : bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (1) 
Peraturan Menter i Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 
tentang Pengelolaan Dana Desa, per lu menetapkan Peraturan 
Bupa t i tentang Tata Cara pembagian Dana Desa Kepada setiap 
Desa Kabupaten Pacitan T a h u n 2 0 2 1 ; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 T a h u n 2014 tentang Desa; 
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa ka l i 
d iubah te rakhi r dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 
2015; 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 t a h u n 
2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa ka l i d iubah 
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 
2019; 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana 
Desa yang bersumber dar i Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara sebagaimana te lah beberapa ka l i d iubah terakhir 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016; 

5. Peraturan Presiden Nomor 113 t a h u n 2020 tentang Rincian 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 
2 0 2 1 ; 

6. Peraturan Menter i Da lam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 
tentang Pengelolaan Keuangan Desa; 

7. Peraturan Menter i Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 
tanggal 28 Desember 2020 tentang Pengelolaan Dana Desa; 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN 
DANA D E S A KEPADA S E T I A P D E S A KABUPATEN PACITAN 
TAHUN ANGGARAN 2021 . 



BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Yang d imaksud da lam Peraturan B u p a t i i n i adalah: 
1. Daerah adalah Kabupaten Pacitan. 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan. 
3. Bupa t i adalah Bupa t i Pacitan. 
4. Desa adalah Desa d i L ingkup Kabupaten Pacitan. 
5. Dana Desa adalah dana yang bersumber dar i Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara yang d i p e r u n t u k k a n bagi Desa yang ditransfer mela lui 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan d igunakan u n t u k 
membiayai penyelenggaraan pemer intahan, pelaksanaan pembangunan, 
pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. 

6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa a tau yang disebut dengan nama la in 
d i ban tu Perangkat Desa sebagai u n s u r penyelenggara Pemerintahan Desa. 

7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya dis ingkat PPKD 
adalah kepala sa tuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunya i 
tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan ber t indak sebagai bendahara 
u m u m daerah. 

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya dis ingkat 
APBDesa, adalah rencana keuangan t a h u n a n Pemerintahan Desa. 

9. Alokasi Dasar adalah alokasi yang d i h i t u n g berdasarkan prosentase ter tentu 
dar i anggaran Dana Desa yang dibagi secara merata kepada setiap Desa 
berdasarkan klaster j u m l a h penduduk . 

10. Alokasi Af irmasi adalah alokasi yang d iber ikan kepada Desa Tertinggal dan 
Desa Sangat Tertinggal yang memi l i k i j u m l a h penduduk m i sk in t inggi . 

11 . Alokasi Kine i ja adalah alokasi yang d iber ikan kepada desa yang memi l ik i 
has i l peni la ian kiner ja terbaik. 

12. Alokasi Formula adalah alokasi yang d i h i t u n g berdasarkan ind ikator j u m l a h 
penduduk Desa, angka kemisk inan Desa, luas wi layah Desa, dan t ingkat 
kesul i tan geografis Desa setiap Kabupaten. 

13. Rekening Kas U m u m Negara yang selanjutnya dis ingkat RKUN adalah 
rekening tempat peny impanan uang Negara yang d i t en tukan oleh Menteri 
Keuangan selaku Bendahara U m u m Negara u n t u k menampung se luruh 
penerimaan Negara dan membayar se luruh pengeluaran Negara pada Bank 
sentral . 

14. Rekening Kas U m u m Daerah yang se lanjutnya dis ingkat RKUD adalah 
rekening tempat peny impanan uang daerah yang d i t en tukan oleh 
Bupa t i u n t u k menampung se luruh pener imaan daerah dan membayar 
se luruh pengeluaran daerah pada bank yang d i te tapkan. 

15. Rekening Kas Desa yang selanjutnya dis ingkat RKD adalah rekening tempat 
peny impanan uang Pemerintah Desa yang menampung se luruh penerimacin 
Desa dan u n t u k membayar s e lu ruh pengeluaran Desa pada bank u m u m 
yang d i te tapkan. 

16. Sisa Dana Desa adalah Dana desa yang d i sa lurkan oleh Pemerintah kepada 
Kabupaten yang t idak habis d i sa lu rkan ke Desa sampai akh i r t a h u n 
anggaran a tau dana desa yang d i sa lurkan oleh Kabupaten kepada Desa 
yang t idak habis d igunakan oleh Desa sampai akh i r t a h u n anggaran dan 
menjadi bagian dar i sisa lebih perh i tungan anggaran APBDesa. 

17. Indeks Kesul i tan Geografis Desa yang selanjutnya disebut IKG Desa adalah 
angka yang mencerminkan t ingkat kesu l i tan geografis sua tu Desa 
berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kond is i in f ras t ruk tur , 
t ransportas i , dan komun ikas i . 



18. Ban tuan Langsung Tuna i Desa yang selanjutnya dis ingkat BLT Desa adalah 
pemberian uang t u n a i kepada keluarga m i s k i n a tau t idak m a m p u d i Desa 
yang bersumber dar i Dana Desa u n t u k mengurangi dampak ekonomi akibat 
adanya pandemi Corana Virus Disease 2019 (COVID-19). 

BAB I I 
PBNGHITUNGAN RINCIAN DANA DESA S E T I A P DESA 

Pasal 2 

(1) Rincian Dana Desa setiap Desa d i Daerah dia lokasikan secara merata dan 
berkeadilan berdasarkan: 
a. Alokasi Dasar; 
b. Alokasi Af irmasi ; 
c. Alokasi Kinerja; dan 
d. Alokasi Formula. 

(2) Pengalokasian Rincian Dana Desa setiap Desa d i Kabupaten Pacitan 
d ih i tung dengan rumus : 

D D K a b u p a t e n ~ ADKabupaten AAKabupaten + AKKabupaten + AFKabupaten 

Keterangan: 
D D K a b u p a t e n = Dana Desa setiap Daerah Kabupaten 
ADKabupaten = Alokasi Dasar setiap Daerah Kabupaten 
AAKabupaten = Alokasi Af irmasi setiap Daerah Kabupaten 
AKKabupaten = Alokasi K ine i ja setiap Daerah Kabupaten 
AFKabupaten = Alokasi Fo imu la setiap Daerah Kabupaten 

Pasal 3 

(1) Alokasi dasar setiap desa sebagaimana d imaksud dalam Pasal 2 h u r u f a, 
d iber ikan kepada se luruh Desa secara merata. 

(2) Alokasi dasar sebagaimgina d imaksud pada ayat (1) d i t en tukan berdasarkan 
k luster j u m a h penduduk dengan ketentuan: 
a. Rp. 481.573.000,- (empat ra tus delapan p u l u h satu j u t a l ima ra tus 

t u j u h p u l u h tiga ribu rupiah) bagi Desa dengan j u m l a h penduduk 
sampai dengan 100 (seratus) j iwa ; 

b. RP. 561.574.000,- ( l ima ra tus enam p u l u h satu j u t a l ima ra tus t u j u h 
p u l u h empat ribu rupiah) bagi Desa dengan j u m l a h penduduk 101 
(seratus satu) sampai dengan 1.000 (seribu) j iwa ; 

c. Rp. 641.574.000,- (enam ra tus empat p u l u h satu j u t a l ima ra tus t u j u h 
p u l u h empat ribu rupiah) bagi Desa dengan j u m l a h penduduk 1.001 
(seribu satu) sampai dengan 5.000 ( l ima ribu) j iwa ; 

d. Rp. 721.575.000,- ( tu juh ra tus dua p u l u h satu j u t a l ima ra tus t u j u h 
p u l u h l ima ribu rupiah) bagi Desa dengan j u m l a h penduduk 5.001 (l ima 
ribu satu) sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) j iwa ; dan 

e. Rp. 801.576.000,- (delapan ra tus satu j u t a l ima ra tus t u j u h p u l u h enam 
ribu rupiah) bagi desa dengan j u m l a h penduduk d i atas 10.000 (sepuluh 
ribu) j iwa . 

Pasal 4 

(1) Alokasi af irmasi setiap desa sebagaimana d imaksud pasal 2 ayat (1) h u r u f b 
d iber ikan kepada desa tert inggal dan desa sangat tert inggal yang memi l ik i 
j u m l a h penduduk m i s k i n t inggi . 



(2) Alokasi af irmasi setiap Desa sebagaimana d imaksud pada ayat (1) d ih i tung 
dengan r u m u s : 

A A o e s a = AAKab/(DST+DT) 

Keterangan: 
A A o e s a = Alokasi Af irmasi setiap Desa 
A A K a b = Alokasi Af irmasi Kabupaten Pacitan da lam lampi ran 

V.15 Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 
tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara T a h u n Anggaran 2021 

DST = J u m l a h Desa sangat tert inggal yang memi l ik i j u m l a h 
penduduk m i s k i n 

DT = J u m l a h Desa tert inggal yang memi l ik i j u m l a h 
penduduk m i s k i n 

Pasal 5 

(1) Alokasi k iner ja sebagaimana d imaksud Pasal 2 ayat (1) h u r u f c, d iber ikan 
kepada Desa yang memi l i k i has i l peni la ian kinerja terbaik da lam 
pengelolaan keuangan desa, pengelolaan Dana Desa, capaian ke luaran (out 
put) Dana Desa dan Capaian has i l {outcome) pembangunan desa. 

(2) Besaran Alokasi Kinerja sebagaimana d imaksud pada ayat (1) d ih i tung 
dengan r u m u s : 

AKD = AKK/Desa Kinerja Ba ik 

Keterangan: 
AKD = Alokasi kiner ja setiap Desa 
AKK = Alokasi k iner ja Kabupaten Pacitan dalam lampiran 

V.15 Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 
tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara T a h u n Anggaran 2021 

Desa Kinerja Ba ik = Desa k iner ja ba ik berdasarkan lampiran I I Surat 
Menter i Keuangan Nomor: S-6/MK.7/2021 

Pasal 6 

Alokasi formula sebagaimana d imaksud pada Pasal 2 ayat (1) h u r u f d d ih i tung 
dengan bobot: 
a. 10% (sepuluh perseratus) u n t u k j u m l a h penduduk; 
b. 4 0 % (empat p u l u h perseratus) u n t u k angka kemisk inan ; 
c. 2 0 % (dua p u l u h perseratus) u n t u k luas wi layah; dan 
d. 3 0 % (tiga p u l u h perseratus) u n t u k t ingkat kesu l i tan geografis. 

Pasal 7 

Perhitungan Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana d imaksud pada Pasal 6 
d i l akukan dengan menggunakan formula sebagai ber ikut : 

A F o e s a = {(0,10 X Z i ) + (0,40 X Z 2 ) + (0,20 x Z 3 ) + (0,30 x Z 4 ) j x 
AFxabupaten 

Keterangan: 
A F o e s a = Alokasi Formula setiap Desa 
Zi = rasio j u m l a h penduduk setiap Desa terhadap tota l 

penduduk Desa Daerah Kabupaten 
Z 2 = rasio j u m l a h penduduk m i s k i n setiap desa terhadap 

to ta l p enduduk m i s k i n Desa Daerah Kabupaten 

BAB I I I 
TAHAPAN DAN PERSYARATAN PENYALURAN DANA DESA 

Pasal 9 

(1) Dana Desa d i sa lurkan dar i RKUN ke RKD mela lu i RKUD. 
(2) Penyaluran Dana Desa dar i RKUD ke RKD d i laksankan berdasarkan surat 

kuasa pemindahbukuan Dana Desa dar i Bupa t i . 
(3) Penyaluran Dana Desa sebagaimana d imaksud pada ayat (1) d i l akukan 

dalam 3 (tiga) tahap dengan ketentuan: 
a. Tahap I sebesar 4 0 % (empat p u l u h perseratus) dar i pagu Dana Desa 

Setiap Desa dengan r inc ian : 
1. 4 0 % (empat p u l u h perseratus) pagu Dana Desa d ikurang i kebu tuhan 

Dana Desa u n t u k BLT Desa bu lan kesatu sampai dengan bu lan 
ke l ima pal ing cepat bu l an Janua r i ; dan 

2. Kebutuhan Dana Desa u n t u k BLT Desa bu lan kesatu sampai dengan 
bu l an ke l ima pal ing cepat bu l an J a n u a r i u n t u k bu lan kesatu dan 
pal ing cepat masing mas ing b u l a n berkenaan u n t u k bu lan kedua 
sampai dengan bu lan kel ima. 

b. Tahap I I sebesar 4 0 % (empat p u l u h perseratus) dar i pagu Dana Desa 
Setiap Desa dengan r inc ian : 
1. 4 0 % (empat p u l u h perseratus) pagu Dana Desa d ikurang i k ebu tuhan 

Dana Desa u n t u k BLT Desa bu lan keenam sampai dengan bu lan 
kesepuluh pal ing cepat bu l an Maret; dan 

2. Kebutuhan Dana Desa u n t u k BLT Desa bu lan keenam sampai 
dengan bu lan kesepuluh pal ing cepat bu l an J u n i u n t u k bu lan 
keenam dan pal ing cepat masing masing bu lan berkenaan u n t u k 
bu lan ke tu juh sampai dengan bu l an kesepuluh. 

c. Tahap I I I sebesar 2 0 % (dua p u l u h perseratus) dar i pagu Dana Desa 
Setiap Desa dengan r inc ian : 
1. 2 0 % (dua p u l u h perseratus) pagu Dana Desa d ikurang i kebu tuhan 

Dana Desa u n t u k BLT Desa b u l a n kesebelas sampai dengan bu lan 
keduabelas pal ing cepat bu l an J u n i ; dan 

2. Kebutuhan Dana Desa u n t u k BLT Desa bu lan kesebelas sampai 
dengan bu lan keduabelas pal ing cepat bu l an November u n t u k bu lan 
kesebelas dan pal ing cepat akh i r bu l an November bu lan keduabelas; 

(4) Penyaluran Dana Desa sebagaimana d imaksud ayat (1) u n t u k desa 
berstatus Desa Mand i r i d i l a k u k a n da lam 2 (dua) tahap dengan ketentuan: 
a. Tahap 1 sebesar 6 0 % (enam p u l u h perseratus) dar i pagu Dana Desa 

Setiap Desa dengan r inc ian : 
1. 6 0 % (enam p u l u h perseratus) pagu Dana Desa d ikurang i kebu tuhan 

Dana Desa u n t u k BLT Desa bu l an kesatu sampai dengan bu lan 
ke tu juh pal ing cepat bu l an Januar i ; dan 



2. Kebutuhan Dana Desa u n t u k BLT Desa bu lan kesatu sampai dengan 
bu l an ke tu juh pal ing cepat bu l an J a n u a r i u n t u k bu lan kesatu dan 
pal ing cepat masing-masing b u l a n berkenaan u n t u k bu lan kedua 
sampai dengan bu l an ke tu juh . 

b. Tahap I I sebesar 4 0 % (empat p u l u h perseratus) dar i pagu Dana Desa 
Setiap Desa dengan r inc ian : 
1. 4 0 % (empat p u l u h perseratus) pagu Dana Desa d ikurang i k ebu tuhan 

Dana Desa u n t u k BLT Desa bu l an kedelapan sampai dengan bu lan 
keduabelas pal ing cepat bu l an Maret; dan 

2. Kebutuhan Dana Desa u n t u k BLT Desa bu lan kedelapan sampai 
dengan bu lan keduabelas pal ing cepat bu l an Agustus u n t u k bu lan 
kedelapan dan pal ing cepat masing mas ing bu lan berkenaan u n t u k 
bu lan kesembilan sampai dengan bu lan kesebelas, serta pal ing cepat 
akh i r bu l an November u n t u k bu lan keduabelas. 

(5) Desa Mand i r i sebagaimana d imaksud ayat (4) merupakan status Desa hasi l 
peni la ian yang d i l akukan setiap t a h u n dan d i te tapkan oleh Kementerian 
Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam Indeks 
Desa. 

Pasal 10 

(1) Penyaluran Dana Desa sebagaimana d imaksud Pasal 9 ayat (3) d i l akukan 
dengan ke tentuan sebagai ber ikut : 
a. Tahap I 

1. Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran Dana 
Desa mela lu i Camat kepada B u p a t i Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan 
Masyarakat dan Desa Kabupaten Pacitan. 

2. Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa d i lampi r i : 
a. Permohonan penya luran dana desa dar i Kepala Desa; 
b. Peraturan Desa tentang APBDesa; 
c. Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDes; 
d. Peraturan Kepala Desa tentang Penetapan Keluarga Penerima 

Manfaat BLT Desa a tau pera turan kepala desa mengenai 
penetapan t idak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa; 
dan 

e. Foto copy rekening desa. 
3. Dalam ha l dokumen persyaratan penya luran terpenuhi , Kepala Dinas 

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyampaikan rekomendasi 
pencairan kepada PPKD d i l amp i r i daftar penerima dan besaran 
alokasi masing masing desa. 

b. Tahap I I 
1. Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran Dana 

Desa mela lu i Camat kepada B u p a t i Cq Kepala Dinas Pemberdayaan 
Masyarakat dan Desa Kabupaten Pacitan; 

2. Dokumen pesyaratan penya luran dana Desa d i lampir i : 
a. Permohonan penya luran dana desa dar i Kepala Desa; 
b. Laporan realisasi penyerapan dan capaian ke luaran Dana Desa 

t a h u n anggaran sebelumnya; 
c. Laporan penyerapan dan capaian Dana Desa tahap 1 

m e n u n j u k k a n rata-rata realisasi penyerapan pal ing sedikit 
sebesar 5 0 % ( l ima p u l u h perseratus) dan rata rata capaian 
ke luaran m e n u n j u k k a n pal ing sedikit sebesar 3 5 % (tiga p u l u h 
l ima perseratus) dar i Dana Desa Tahap I yang telah d isa lurkan ; 

d. Peraturan Kepala Desa tentang penetapan Keluarga Penerima 
Manfaat BLT Desa atau Peraturan Kepala Desa mengenai 
penetapan t idak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa; 



e. Surat Pemyataan kebenaran Laporan realisasi penyerapan dan 
capaian ke luaran Dana Desa dar i Kepala Desa yang bermaterai 
c u k u p ; dan 

f. Ber i ta acara konf i rmas i dan rekonsi l iasi komula t i f sisa Dana 
Desa t a h u n anggaran 2015 sampai dengan t a h u n anggaran 2018 
d i RKD antara pemer intah Daerah dan pemer intah Desa. 

3. Da lam ha l dokumen persyaratan penya luran terpenuhi , Kepala Dinas 
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyampaikan rekomendasi 
pencairan kepada PPKD d i l ampi r i daftar penerima dan besaran 
alokasi masing-masing desa; 

c. Tahap I I I 
1. Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran Dana 

Desa mela lu i Camat kepada B u p a t i Cq Kepala Dinas Pemberdayaan 
Masyarakat dan Desa Kabupaten Pacitan. 

2. Dokumen pesyaratan penyaluran dana Desa d i lampi r i : 
a. Permohonan penya luran dana desa dar i Kepala Desa; 
b. Laporan penyerapan dan capaian Dana Desa tahap 11 

m e n u n j u k k a n rata ra ta realisasi penyerapan pal ing sedikit 
sebesar 9 0 % (sembilan p u l u h perseratus) dan rata rata capaian 
ke luaran m e n u n j u k k a n pal ing sedikit sebesar 7 5 % ( tu juh p u l u h 
l ima perseratus) dar i Dana Desa Tahap II yang telah d isa lurkan ; 

c. Laporan konvergensi s tun t ing t ingkat Desa Tahun anggaran 
sebelumnya; dan 

d. Surat Pemyataan kebenaran Laporan realisasi penyerapan dan 
capaian ou tpu t Dana Desa dar i Kepala Desa yang bermaterai 
cukup . 

3. Da lam ha l dokumen persyaratan penya luran terpenuhi , Kepala Dinas 
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyampaikan rekomendasi 
pencairan kepada PPKD d i l ampi r i daftar penerima dan besaran 
alokasi masing-masing desa. 

Penyaluran Dana Desa u n t u k desa berstatus Desa Mand i r i sebagaimana 
d imaksud Pasal 9 ayat (4) d i l akukan dengan ketentuan sebagai ber ikut : 
a. Tahap I 

1. Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran Dana 
Desa mela lu i Camat kepada Bupa t i Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan 
Masyarakat dan Desa Kabupaten Pacitan; 

2. Dokumen pesyaratan penyaluran dana Desa d i lampi r i : 
a. Permohonan penya luran dana desa dar i Kepala Desa; 
b. Peraturan Desa tentang APBDesa; 
c. Peraturan Kepala desa tentang penjabaran APBDes; 
d. Peraturan Kepala Desa tentang penetapan Keluarga Penerima 

Manfaat BLT Desa atau pera turan kepala desa mengenai 
penetapan t idak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa; 
dan 

e. Foto copy rekening desa. 
3. Da lam ha l dokumen persyaratan penya luran terpenuhi , Kepala Dinas 

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyampaikan rekomendasi 
pencairan kepada PPKD d i l ampi r i daftar penerima dan besaran 
alokasi masing-masing desa. 

b. Tahap I I 
1. Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran Dana 

Desa mela lu i Camat kepada Bupa t i Cq. Kepeda Dinas Pemberdayaan 
Masyarakat dan Desa Kabupaten Pacitan. 

2. Dokumen pesyaratan penya luran dana Desa d i lampi r i : 
a. Permohonan penyaluran dana desa dar i Kepala Desa; 



b. Laporan realisasi penyerapan dan capaian ke luaran Dana Desa 
t a h u n anggaran sebelumnya; 

c. Laporan penyerapan dan capaian ke luaran Dana Desa tahap I 
m e n u n j u k k a n rata ra ta realisasi penyerapan pal ing sedikit 
sebesar 5 0 % ( l ima p u l u h perseratus) dan rata rata capaian 
ke luaran m e n u n j u k k a n pal ing sedikit sebesar 3 5 % (tiga p u l u h 
l ima perseratus) dar i Dana Desa Tahap I yang telah d isa lurkan; 

d. Laporan konvergensi s tun t ing t ingkat Desa Tahun anggaran 
sebelumnya; 

e. Peraturan Kepala Desa tentang penetapan Keluarga Penerima 
Manfaat BLT Desa a tau Peraturan Kepala Desa mengenai 
penetapan t idak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa; 

f. Surat Pemyataan kebenaran Laporan realisasi penyerapan dan 
capaian ou tpu t Dana Desa dar i Kepala Desa yang bermaterai 
c u k u p ; dan 

g. Beri ta acara konf i rmas i dan rekonsi l ias i komula t i f sisa Dana 
Desa t a h u n anggaran 2015 sampai dengan t a h u n anggaran 2018 
di RKD antara pemer intah Daerah dan pemerintah Desa. 

(3) Da lam ha l Desa t idak melaksanakan BLT Desa Tahun Anggaran 2020 
selama 9 (sembilan) bu lan , selain persyaratan pada ayat (1) h u r u f b dan 
ayat (2) h u r u f b penyaluran tahap I I d i t ambahkan Peraturan Kepala Desa 
mengenai t idak terdapat calon Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa yang 
memenuh i kr i t e r ia dan/ a tau t idak tersedia c u k u p anggaran per bulannya. 

(4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian ke luaran Dana Desa 
sebagaimana d imaksud pada ayat (1) h u r u f b angka 2 h u r u f (b) dan h u r u f c 
dan ayat (1) h u r u f c angka 2 h u r u f (b) d i h i t u n g berdasarkan rata-rata 
persentase capaian ke luaran dar i se luruh kegiatan. 

(5) Penyusunan Laporan realisasi penyerapan dan capaian ke luaran 
sebagaimana d imaksud pada ayat (1) dan ayat (2) d i l akukan sesuai dengan 
tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, ura ian ke luaran, 
volume ke luaran, cara pengadaan dan capaian ke luaran. 

(6) Dalam ha l tabel referensi data sebagaimana d imaksud pada ayat (3) be lum 
memenuhi k ebu tuhan i n p u t data, Kepala Desa dapat m e m u t a k h i r k a n tabel 
referensi data dengan mengacu pada Peraturan Perundang-undangan yang 
ber laku. 

(7) Surat permohonan penya luran sebagaimana d imaksud pada ayat (1) h u r u f 
a, b dan c angka 2 h u r u f (a) dan ayat (2) h u r u f a, dan b angka 2 h u r u f (a) 
d i susun sesuai dengan format sebagaimana t e r cantum dalam Lampiran I I 
yang merupakan bagian t idak terp isahkan dar i Peraturan Bupa t i i n i . 

(8) Laporan realisasi penyerapan dan capaian ke luaran Dana Desa 
sebagaimana d imaksud pada ayat (4) d i susun sesuai dengan format 
sebagaimana t e rcantum da lam Lampiran I I I yang merupakan bagian t idak 
terp isahkan dar i Peraturan Bupa t i i n i . 

(9) Surat pemyataan kebenaran laporan sebagaimana d imaksud pada ayat (1) 
h u r u f b dan c angka 2 h u r u f (e) dan (d) dan ayat (2) h u r u f b angka 2 h u r u f 
(e) d i susun sesuai dengan format sebagaimana t e rcantum dalam Lampiran 
IV yang merupakan bagian t idak terp isahkan dar i Peraturan Bupa t i i n i . 

(10) Laporan konvergensi pencegahan s tun t ing t ingkat Desa sebagaimana 
d imaksud pada ayat (1) h u r u f c angka 2 h u r u f (c) dan ayat (2) h u r u f b angka 
2 h u r u f d d i susun sesuai dengan format sebagaimana te rcantum dalam 
Lampiran V yang m e m p a k a n bagian t idak terp isahkan dar i Peraturan 
Bupat i i n i . 

(11) Daftar Rekening kas Desa sesuai dengan format sebagaimana te rcantum 
dalam Lampiran VI I yang merupakan bagian t idak terp isahkan dar i 
Peraturan Bupa t i i n i . 



(12) Tabel referensi data bidang sebagaimana d imaksud pada ayat (6) d i susun 
sesuai dengan format sebagaimana contoh ter lampir da lam Lampiran VI I I 
yang merupakan bagian t idak terp isahkan dar i Peraturan Bupa t i i n i . 

(13) Dokumen penyaluran dana sebagaimana d imaksud ayat (1) dan ayat (2) 
d isampaikan da lam ben tuk [softcopy] dan atau dokumen fisik [hardcopy]. 

Pasal 11 

(1) Penyaluran Dana Desa tahap I u n t u k k e b u t u h a n BLT Desa bu lan kesatu 
sampai dengan bu lan ke l ima sebagaimana d imaksud Pasal 9 ayat (3) h u r u f 
a d i sa lurkan dengan ketentuan: 
a. BLT Desa bu lan kesatu, Kepala Desa menyampaikan data j u m l a h 

keluarga penerima manfaat setiap bu l an yang ber laku selama 12 (dua 
belas) bu lan kepada Bupa t i ; dan 

b. BLT Desa bu lan kedua sampai dengan bu l an kel ima, kepala desa 
menyampaikan data realisasi penya luran BLT Desa bu lan sebelumnya 
kepada Bupat i . 

(2) Penyaluran Dana Desa tahap I I u n t u k k e b u t u h a n BLT Desa bu lan keenam 
sampai dengan bu lan kesepuluh sebagaimana d imaksud Pasal 9 ayat (3) 
h u r u f b, d i laksanakan setelah kepala desa menyampaikan data realisasi 
penyaluran BLT Desa bu lan sebelumnya kepada Bupat i . 

(3) Penyaluran Dana Desa tahap I I I u n t u k k ebu tuhan BLT Desa bu lan 
kesebelas sampai dengan bu l an keduabelas sebagaimana d imaksud Pasal 9 
ayat (3) h u r u f c, d i laksanakan setelah kepala desa menyampaikan data 
realisasi penyaluran BLT Desa bu l an sebelumnya kepada Bupat i . 

(4) Keluarga penerima manfaat sebagaimana d imaksud ayat (1) h u r u f a 
merupakan has i l pendataan keluarga penerima manfaat BLT Desa t ahun 
berkenaan. 

(5) Dalam ha l terdapat perubahan peraturan kepala desa mengenai penetapan 
penerima manfaat BLT Desa sebagaimana d imaksud dalam pasal 10 ayat (1) 
h u r u f a angka 2 h u r u f d Kepala Desa menyampaikan perubahan peraturan 
kepala desa kepada bupa t i pal ing lambat akh i r bu l an berkenaan. 

(6) Kepala Desa bertanggungjawab atas kebenaran data realisasi j u m l a h 
keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana d imaksud ayat (1) 
sampai dengan ayat (4). 

Pasal 12 

(1) Penyaluran Dana Desa tahap 1 u n t u k Desa berstatus Desa Mand i r i 
k ebu tuhan BLT Desa bu lan kesatu sampai dengan bu lan ke tu juh 
sebagaimana d imaksud Pasal 9 ayat (4) h u r u f a d i sa lurkan dengan 
ketentuan: 
a. BLT Desa bu lan kesatu, Kepala Desa menyampaikan data j u m l a h 

keluarga penerima manfaat setiap bu lan yang ber laku selama 12 (dua 
belas) bu l an kepada Bupa t i ; dan 

b. BLT Desa bu lan kedua sampai dengan bu l an ke tu juh , kepala desa 
menyampaikan data realisasi penyaluran BLT Desa bu lan sebelumnya 
kepada Bupa t i . 

(2) Penyaluran Dana Desa tahap I I u n t u k k e b u t u h a n BLT Desa bu lan 
kedelapan sampai dengan bu l an keduabelas sebagaimana d imaksud Pasal 
10 ayat (2) h u r u f b, d i laksanakan setelah Kepala Desa menyampaikan data 
realisasi penyaluran BLT Desa bu l an sebelumnya kepada Bupat i . 

(3) Keluarga penerima manfaat sebagaimana d imaksud ayat (1) h u r u f a 
merupakan has i l pendataan keluarga penerima manfaat BLT t a h u n 
berkenaan. 



(4) Dalam ha l terdapat perubahan pera turan kepala desa mengenai penetapan 
penerima manfaat BLT Desa sebagaimana d imaksud dalam Pasal 10 ayat (2) 
h u r u f b angka 2 h u r u f d Kepala Desa menyampaikan perubahan peraturan 
kepala desa kepada Bupa t i pa l ing lambat akh i r bu l an berkenaan. 

(5) Kepala Desa bertanggungjawab atas kebenaran data realisasi j u m l a h 
keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana d imaksud ayat (1) 
sampai dengan ayat (2). 

BAB IV 

P IRORITAS PENGGUNAAN DANA DESA 

Pasal 13 
(1) Dana Desa d ipr ior i taskan penggunaannya u n t u k pemul ihan ekonomi dan 

pengembangan sektor pr ior i tas d i Desa. 
(2) Pemul ihan ekonomi sebagaimana d imaksud pada ayat (1) berupa ja r ingan 

pengaman sosial, padat karya t u n a i , pemberdayaan usaha mikro dan 
menengah, sektor usaha pertanian, pengembangan potensi desa mela lui 
Badan Usaha Mi l i k Desa. 

(3) Pengembangan sektor pr ior i tas sebagaimana d imaksud pada ayat (1) berupa 
pengembangan desa dig i tal , Desa wisata, usaha budidaya pertanian, 
pe temakan, per ikanan, ketahanan pangan dan hewani, dan perbaikan 
fasilitas kesehatan. 

(4) Ja r ing pengaman sosial sebagadmana d imaksud pada ayat (2) berupa BLT 
Desa menjadi pr ior i tas u t ama da lam penggunaan Dana Desa. 

(5) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana d imaksud pada ayat (1) 
t e rmasuk kegiatan da lam rangka menanggulangi dampak pandemi Corona 
Virus Desease (COVID-19). 

(6) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana d imaksud ayat (1) 
berpedoman pada Peraturan Menter i Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal 
dan Transmigrasi dan d i laksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundangan yang ber laku. 

BAB V 

BANTUAN LANGSUNG TUNAI D E S A 

Pasal 14 
(1) Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan BLT Desa 

sebagaimana d imaksud pada Pasal 13 ayat (4). 
(2) Besaran BLT Desa sebagaimana d imaksud ayat (1) d i te tapkan sebesar 

Rp 300.000 (tiga ra tus r i b u rupiah) u n t u k bu lan pertama sampai bu lan 
kedua belas per keluarga pener ima manfaat. 

(3) Pembayaran BLT Desa sebagaimana d imaksud pada ayat (2) d i laksanakan 
selama 12 bu l an mu la i bu l an Januar i . 

(4) Pemerintah Desa yang t idak melaksanakan BLT Desa selama 12 (dua belas) 
bu l an pada t a h u n anggaran 2 0 2 1 , d ikenakan sanksi pemotongan Dana 
Desa sebesar 5 0 % (l ima p u l u h perseratus) dar i Dana Desa yang akan 
d isa lurkan pada tahap I I Tahun Anggaran 2022. 

(5) Pengenaan sanks i kepada Pemerintah Desa sebagaimana d imaksud pada 
ayat (4) d ikecual ikan dalam ha l berdasarkan has i l musyawarah Desa 
khusus/musyawarah ins ident i l t idak terdapat calon keluarga penerima 
manfaat BLT Desa yang memenuh i kr i ter ia . 

(6) Hasi l musyawarah Desa khusus/musyawarah ins ident i l sebagaimana 
d imaksud pada ayat (5) d i te tapkan dalam peraturan Kepala Desa yang 
d ike tahu i oleh Pemerintah Daerah Kabupaten a tau pejabat yang d i tun juk . 



Pasal 15 

Kepala Desa bertanggungjawab atas penggunaan Dana Desa. 

BAB V I 

PEMANTAUAN DAN DAN EVALUASI 

Pasal 16 

Bupa t i me lakukan pemantauan dan evaluasi atas: 
a. penyaluran dana desa; 
b. laporan realisasi penyerapan capaian ke luaran dana desa; 
c. penyampaian laporan konvergensi s tunt ing ; 
d. sisa dana desa d i RKD; 
e. pencapaian ke luaran dana desa; dan 
f. penyaluran BLT desa. 

Pasal 17 

(1) Pemantauan terhadap penyaluran Dana Desa dar i RKUN ke RKD mela lui 
RKUD sebagaimana Pasal 16 h u r u f a d i laksanakan u n t u k memast ikan 
penyaluran telah d i l akukan sesuai dengan ketentuan Peraturan 
Perundangan undangan. 

(2) Pemantauan terhadap penya luran Dana Desa sebagaimana d imaksud pada 
ayat (1) Kepala Desa menyampaikan lembar konf i rmasi penerimaan 
penyaluran Dana Desa d i RKD kepada Bupa t i , sesuai dengan format 
sebagaimana t e rcantum da lam Lampiran V I yang merupakan bagian t idak 
terp isahkan dar i Peraturan Bupa t i i n i . 

(3) Pemantauan terhadap penyampaian laporan realisasi penyerapan capaian 
ke luaran Dana Desa dan laporan konvergensi pencegahan s tun t ing 
sebagaimana Pasal 16 h u r u f b dan c d i l akukan u n t u k menghindar i 
penundaan penyaluran Dana Desa t a h u n anggaran ber ikutnya . 

(4) Pemantauan sisa Dana Desa d i RKD sebagaimana Pasal 16 h u r u f d 
d i l akukan u n t u k mengetahui besaran Dana Desa t a h u n anggaran 
sebelumnya yang be lum d igunakan oleh Desa memperh i tungkan dengan 
penyaluran Dana Desa tahap I I I dan tahap I I u n t u k Desa yang berstatus 
Desa Mand i r i t a h u n anggaran 2021 setelah d ikurang i k e b u t u h a n Dana 
Desa u n t u k BLT Desa. 

(5) Pemantaun capaian ke luaran sebagaimana d imaksud dalam pasal 16 u r u f e 
d i l akukan u n t u k mengetahui capaian perkembangan kegiatan yang dibiayai 
Dana Desa. 

(6) Dalam ha l kepala Desa ter lambat dan a tau t idak melaporkan sebagaimana 
d imaksud pada ayat (2), Bupa t i dapat meminta Kepala Desa u n t u k 
me lakukan percepatan penyampaian laporan sebagaimana d imaksud pada 
ayat (2). 

Pasal 18 

Pemantauan dan evaluasi sebagaimana da lam Pasal 16 d i l akukan oleh: 
a. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; 
b. Inspektorat; dan 
c. Kecamatan. 



BAB V I I 
SANKSI 

Pasal 19 

Bagi Desa yang t idak melaksananakan BLT Desa selama 12 (dua belas) bu lan 
pada Tahun Anggaran 2 0 2 1 , d ikenakan sanksi pemotongan Dana Desa sebesar 
5 0 % (l ima p u l u h perseratus) dar i Dana Desa yang akan d i sa lurkan pada tahap II 
T a h u n Anggaran 2022. 

Pasal 2 0 

(1) Bagi Desa yang t idak melgiksanakan BLT Desa selama 9 (sembilan) bu lan 
pada Tahun Anggaran 2020, d ikenakan sanksi pemotongan Dana Desa 
sebesar 5 0 % (l ima p u l u h perseratus) yang d i sa lurkan pada tahap I I Tahun 
Anggaran 2 0 2 1 ; 

(2) Penyaluran Dana Desa tahap I I sebagaimana d imaksud pada ayat (1) 
setelah d ikurang i k e b u t u h a n u n t u k BLT Desa setiap tahapan; 

(3) Pengenaan sanks i kepada Pemerintah Desa sebagaimana d imaksud pada 
ayat (1) d ikecua l ikan da lam ha l berdasarkan has i l musyawarah khusus 
t idak terdapat calon penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kr i ter ia 
dan/ a tau t idak tersedia c u k u p anggaran setiap bu lannya yang di tetapkan 
dalam Peraturan Kepala Desa. 

Pasal 21 

(1) Da lam ha l Kepala Desa me lakukan penyalahgunaan Dana Desa dan 
d i te tapkan sebagai tersangka, Bupa t i dapat me lakukan penghentian 
penyaluran Dana Desa t a h u n anggaran berjalan dan atau anggaran 
ber ikutnya. 

(2) Penghentian penya luran Dana Desa sebagaimana d imaksud pada ayat (1) 
d i te tapkan dengan Keputusan Bupat i . 

(3) Dalam ha l s tatus tersangka sebagaimana d imaksud ayat (1) d i te tapkan 
setelah Dana Desa t a h u n anggaran berjalan d i sa lurkan se luruhnya, 
penghentian penyaluran sebagaimana d imaksud pada ayat (1) mula i 
d i laksanakan pada penyaluran Dgma Desa tahap 1 t a h u n anggaran 
ber ikutnya . 

Pasal 22 

Bupa t i dapat menya lurkan kembal i Dana Desa yang d ihent ikan penyalurannya 
sebagaimana pasal 21 ayat (1) setelah menerima: 
a. pencabutan dan atau pemul ihan status h u k u m tersangka berupa SP3; 
b. pu tusan pengadilan yang mempunya i kekua tan h u k u m tetap, berupa 

pembebasan atas Kepala Desa yang diduga me lakukan penyalahgunaan 
pengelolaan Dana Desa; dan 

c. te lah d iberhent ikannya Kepala Desa yang me lakukan penyalahgunaan 
pengelolaan Dana Desa dan te lah diangkat Penjabat Kepala Desa. 

BAB VI I I 
KETENTUAN LAIN LAIN 

Pasal 20 

(1) Bagi Desa yang telah menentapkan APBDes T a h u n Anggaran 2021 akan 
tetapi be lum tersedia a tau k u r a n g alokasi anggaran BLT Desa selama 12 
(dua belas) B u l a n sesuai dengan j u m l a h KPM, maka d i l akukan percepatan 
perubahan APBDes. 



(2)* Mekanisme perubahan APBDes d i laksanakan sesuai ketentuan Peraturan 
Perundang - Undangan yang ber laku. 

Pasal 21 

(1) Kepala Desa me lakukan rekonsi l iasi sisa Dana Desa Tahun 2015 sampai 
dengan t a h u n 2018 d i RKD pal ing lambat akh i r bu l an maret 2021 . 

(2) Kepala Desa menyetorkan k u m u l a t i f sisa Dana Desa Tahun Angagran 2015 
sampai dengan 2018 d i RKD sebagaimana d imaksud ayat (1) ke RKUD 
pal ing lambat bu l an Apr i l 2 0 2 1 . 

Peraturan Bupa t i i n i ber laku pada tanggal d iundangkan 

Agar setiap orang mengetahui , memer in tahkan mengundangkan Peraturan 
Bupa t i i n i dengan penempatannya da lam berita Daerah Kabupaten Pacitan 

BAB I X 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 22 

Ditetapkan d i Pacitan 
Pada tanggal 30 - 12 - 2020 

BUPATI PACITAN 

INDARTATO 
Diundangkan di Pacitan 
Pada tanggal 3 0 - 12 - 2 0 2 0 

SE] 'ARIS DAERAH 

Dr. Ir. H E R U WIWOHO SP.. M.Si 
Pembina Utama Madya 

NIP. 19670716 199202 1 002 
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